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ABSTRAK 

Peredaran senjata api ilegal di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya 

peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyaknya muncul kasus–kasus 

penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Terjadinya kejahatan yang mengarah 

ketindakan yang sadis dan brutal mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban masyarakat, juga berakibat timbulnya keresahan di tengah-

tengah masyarakat. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang 

cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum 

yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-

undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya 

adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri 

Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata 

Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup 

berat. namun tetap saja tidak menurunkan angka kejahatan ini. Peredaran senjata 

api ilegal menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan 

penjualan senjata api ilegal dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum 

tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar lampung. 

Dan ditulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris guna 

mendapatkan data primer dan didukung dengan data skunder melalui studi 

kepustakaan. 

Kata kunci: penegakan hukum, perizinan, senjata api illegal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi maka dapat 

dilihat bahwa hampir setiap hari memuat berita berbagai kasus kejahatan itu ada 

yang berhasil diungkapkan dan ada pula yang belum berhasil diungkapkan. Jika 

di perhatikan maka nampak beberapa jenis kejahatan itu cenderung meningkat 

baik dari segi kwantitas maupun kwalitas, selanjutnya pada akhir-akhir ini 

berbagai macam kejahatan itu terjadi dengan mempergunakan alat canggih.1  

Di samping teknik kejahatannya itu sendiri sudah terorganisir dengan baik 

dan tersusun rapi. Terjadinya kejahatan yang mengarah ketindakan yang sadis dan 

brutal mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban 

masyarakat, juga berakibat timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat. 

Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata 

api. Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya 

                                                            
1 http://www.kompasiana.com/arozisokhi_azjava/dampak-perkembangan-teknologi-informasi 

_5517b539a333115107b65fc3, Diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 01:33 WIB. 

http://www.kompasiana.com/arozisokhi_azjava/dampak-perkembangan-teknologi-informasi%20_5517b539a333115107b65fc3
http://www.kompasiana.com/arozisokhi_azjava/dampak-perkembangan-teknologi-informasi%20_5517b539a333115107b65fc3


peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus–kasus 

penyalahgunaan senjata api di masyarakat.2 

Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyakat tentu tidak 

terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan 

peredaran senjata api yaitu penyeludupan dan pasokan dalam negeri. Secara 

normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan 

aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur 

mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-undang Darurat 

No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan 

yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 

2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. 

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam 

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal 

terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, 

hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.3 

Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, 

yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah 

atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat 

perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah 

                                                            
2 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml, Diakses 

pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:19 WIB. 
3 A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Senjata Api dan Penegakan Tindakan 

Kriminal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm 42. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml


terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang 

dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. 

Pengertian senjata api berdasarkan ordonansi senjata api tahun 1939 juncto 

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga : 

1. Bagian-bagian dari senjata api 

2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk 

bagiannya 

3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan 

kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong) sein pistolen 

(pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol 

tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), schijndood 

pistolen (pistol suar), schijdood revolver (revolver suar), dan benda-

benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau 

menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.4 

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan 

aturan kepemilikan senjata api untuk  kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum 

yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-undang yakni Undang-

undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata 

Api, Undang-undang No 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin 

Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan 

                                                            
4 https://kejati-jabar.go.id/images/peraturan/2329UU_Darurat_No.12_Tahun_1951.pdf, 

Diakses pada tanggal 07 April 2017, pada Pukul 02:47 WIB. 

http://ships-chartering.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html


Perizinan yang diberikan menurut Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. 

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri 

No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. 

Berdasarkan SK   Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan untuk 

mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan 

syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, 

seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga 

lulus tes menembak minimal kelas II yang dibuktikan dengan sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari 

Polri, maka dapat memiliki senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api yang 

diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa 

senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan tidak standar 

TNI kaliber 12 GA.5 

Gerakan Polri bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh 

masyarakat sipil karena penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat, 

meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik 

mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata 

api. Penganiayaan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari 

                                                            
5 A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Op.Cit., Hlm 48. 



masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar 

maupun rakitan. 

Kepemilikan senjata api, terkesan mempunyai perasaan lebih dibandingkan 

dengan yang tidak memiliki, sehingga timbul rasa “sok jagoan”, tempramental, 

bahkan penyalahgunaan untuk tindak kriminal lain berupa pencurian dengan 

kekerasan bahkan pembunuhan. Akibatnya beberapa nyawa meninggal dengan 

sia-sia. Menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah 

terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi  kerusuhan (antar orang, antar 

penduduk, antar golongan, atau antar agama), maka sudah sepantasnya setiap 

orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik 

kepada polisi atau kepada TNI.6 

Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai  sanksi hukum, 

sedangkan aparat sudah memberikan   jaminan   untuk   tidak   memberikan   

tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka 

rela. Motif warga sipil menguasai senjata api secara ilegal memang bermacam-

macam. Alasannya sederhana, karena sama sekali tidak mempercayai jaminan 

keamanan dari aparat keamanan. Mereka menyatakan terpaksa memiliki senjata 

api secara ilegal, karena tidak ada kepastian keamanan. Mereka tidak ingin 

menjadi korban kekerasan bersenjata. Bagi para penjahat jelas senjata api 

                                                            
 6  http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/, 

diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 01:47 WIB. 

http://www.kodam17cendrawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/


digunakan untuk memudahkan niat jahatnya. 

Kepemilikan  senjata  api  saat  ini  sudah  bergeser  menjadi  sebuah  gaya  

hidup.  Disisi  lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari 

aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan 

dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki 

seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum. 

Salah satu kasus dalam hal situasi perang terbuka, motifnya jelas 

"membunuh atau dibunuh". Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa 

aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Syarat dan mekanisme 

perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh 

POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari 

Kepolisian setempat.7 

Pemberian izin kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada jenis 

profesi tertentu,  yaitu direktur keuangan, direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, 

bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan  minimal  golongan 4B. Khusus 

untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari 

persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri  Hukum dan HAM. 

Demikian juga dengan profesi artis  dan wartawan merupakan profesi yang 

memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang bisa 

                                                            
 7 http://www.Pajar.co.id/news.Php, diakses diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 

02:34 WIB. 

http://www.pajar.co.id/news.Php


disebut golongan B. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 

peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk 

berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Berdasarkan data pada Kepolisian 

Daerah Lampung, peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Lampung selama tahun 2009-2011 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1 

Pengungkapan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian 

Daerah Lampung Tahun 2009-2011 

 

Sumber : Data Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Lampung 2012. 

 

 

Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa pada tahun 2009, jumlah 

senjata api ilegal yang berhasil diamankan Kepolisian Daerah Lampung adalah 

211 pucuk, meningkat 254 pucuk pada tahun 2010 dan kembali mengalami 

peningkataan menjadi 287 pada tahun 2011.8  

                                                            
 8 http://www.jejamo.com/perajin-senpi-di-lampung-akan-diberdayakan.html, diakses pada 

tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:22 WIB. 

No Tahun Jumlah Pengungkapan Kasus Senjata Api Ilegal 

1 2009 211 

2 2010 254 

3 2011 287 

http://www.jejamo.com/perajin-senpi-di-lampung-akan-diberdayakan.html


Salah satu kasus kepemilikan senjata api ilegal adalah seperti ketika Tim 

Khusus Antibandit 308 Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menangkap 

pelaku pengedar senjata api rakitan di wilayah ibu kota Provinsi Lampung ini. 

"Pengungkapan kasus itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang 

mengetahui adanya transkasi senjata api ilegal di kawasan Kemiling," ujar Kasat 

Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya, di Bandar 

Lampung, Senin, (14/12/2015). 

Menurut dia, senjata api rakitan jenis revolver dengan empat butir peluru itu 

didapatkan hanya seharga Rp700.000. "Barang bukti berupa senjata api rakitan ini 

ditemukan saat penggeledahan di rumah tersangka sebelum sempat dijual 

kembali," kata Kasat Reskrim itu pula. Ia menjelaskan, pihaknya melalui Unit 

Jatanras Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung masih melakukan penyelidikan 

guna mengetahui adanya keterlibatan tersangka lain maupun senjata api yang 

kemungkinan telah dipergunakan dalam aksi kejahatan. Dery menambahkan, akan 

terus berupaya melakukan peningkatan patroli untuk meredam kemungkinan 

masih terjadi tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api rakitan di 

wilayah tersebut.9  

Sedangkan terdakwa Iyus (47), mengaku membeli senjata api rakitan itu 

karena ada orang yang hendak membeli senjata itu kembali. "Saya tidak kenal 

                                                            
9 http://antaralampung.com/berita/286889/tim-antibandit-tangkap-pengedar-senjata-api-

rakitan.html, diakses pada tanggal 08 April 2017, pada Pukul 03:49 WIB. 

http://antaralampung.com/berita/286889/tim-antibandit-tangkap-pengedar-senjata-api-rakitan.html
http://antaralampung.com/berita/286889/tim-antibandit-tangkap-pengedar-senjata-api-rakitan.html


dengan penjualnya, karena A yang mengatakan ingin memiliki senjata dari 

penjualnya," kata dia pula. Ia juga mengaku hanya sekadar ingin mendapatkan 

untung dari penjualan saja, bukan untuk dipergunakan sebagai alat tindak 

kejahatan. Akibat ulahnya tersebut, terdakwa dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana seumur hidup. 

Tentang kepemilikan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi10 :  

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 

amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau 

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

tingginya dua puluh tahun”. 

Bila  kita  lihat  beberapa  peristiwa  kejahatan  dengan menggunakan 

senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai  bahkan  

menghilangkan   nyawa  orang  lain.  Dapat  diduga beberapa  kemungkinan  

tentang status kepemilikan  senjata  api, yaitu senjata  api  ilegal (hasil 

penyelundupan)  ataupun  senjata  api rakitan atau dibuat sendiri,  serta senjata 

organik  yang dimiliki oleh instansi berwenang  yang disalahgunakan.  

Dari beberapa peristiwa  kejahatan dengan menggunakan senjata api 

tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan  yang  para  pelakunya  

                                                            
10 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951. 



menggunakan   senjata  api  mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. 

Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut 

ketika melihat senjata api yang   ada   pada   pelaku   kejahatan   meskipun   itu   

senjata   mainan.  

Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat 

mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan 

meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya  

kejahatan-kejahatan  dengan  menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan 

penyalahgunaan  sejata api dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun 

dengan senjata api yang terjadi menimbulkan  gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan  tersebutpun tidak pandang bulu, 

semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan 

dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian 

maupun  TNI  sendiri  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi  sasaran 

kejahatan. 

Di kota Bandar Lampung penegakan hukum pidana atas kepemilikan dan 

penjualan senjata api ilegal telah diterapkan terhadap terpidana Abdul Haris 

Munandar bin Abdul Gani Noer yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal. 

Terpidana divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun melalui Putusan 



Pengadilan Negeri Nomor : 266/Pid/Sus/2011/PN.TK.11 

 Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang 

sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak  terjadi  

pada siang  hari,  bahkan  di daerah  yang ramai sekali pun. Bertitik tolak dari 

uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis 

merasa tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan mengambil judul 

“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan 

Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, 

maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan 

penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung?  

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana 

kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini 

adalah:  

                                                            
11 http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a043bb86e91280c87929624f9eca270c, 

diakses pada tanggal 26 juli 2017, pada Pukul 13:28 WIB.  

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a043bb86e91280c87929624f9eca270c


1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar 

lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum 

tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar 

lampung. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini adalah :  

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.  

2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum 

pada khususnya dalam mencegah dan melindungi korban kejahatan incest. 

3. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian   

selanjutnya. 

E. Kerangka Teori 

Teori Penegakkan Hukum 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum 

untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian dengan mengacu pada 

penerapan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang ada dalam 

mewujudkan penegakan hukum itu. Penegakan hukum adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 



secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..12 

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan 

hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. 

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam 

arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

untuk menegakan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum 

itu diperkenankan untuk menggunakan kekuasaan. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya factor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, teori penegakan hukum ini dibedakan 

menjadi lima teori13,yaitu : 

a. Hukum (Undang-undang); 

b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hokum; 

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;14 

                                                            
12 Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi PenegakanHukum, PT. Raja GrafindoPersada, 

Jakarta. 2005, Hlm 3. 
13 Ibid.., Hlm19. 



d. Faktor masyarakat, yakni dimana hokum tersebut diterapkan    

e. Faktor Kebudayaan, faktor ini yang sebenarnya bersatu padu dengan 

faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di 

ketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan 

spiritual atau non-materiel. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh 

Wiryono Prodjodikoro bahwa pencegahan kejahatan dapat digolongkan 

menjadi dua bagian yaitu:15  

Kesatu pencegahan umum (general preventive) tujuannya adalah agar 

setiap orang tidak melakukan kejahatan. Pada prinsipnya general 

preventive dapat terjadi dengan empat cara :16 

1. Dengan jalan menakut-nakuti orang yang mempunyai potensi 

untuk melakukan kejahatan; 

2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-

kelakuan yang dimaksud dalam pengumuman sampai dilakukan; 

3. Dengan jalan pembahasan secara empiris; 

4. Dengan jalan membuat tidak munculnya kejahatan, misalnya 

dengan jalan menahan pemimpin-pemimpin kelompok penjahat. 

Kedua Pencegahan khusus (Speciale preventive) bertujuan agar orang 

yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-

                                                                                                                                                                        
14 Ibid,, Hlm 41. 
15 Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana Tertentu, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,  Hlm 19-20. 
16 Ibid., Hlm 21. 



masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan preventif ini dengan cara 

mengunakan peraturan atau Undang-undang.17 

1. Perbaikan yuridis; mengenai sikap penjahat dalam hal menaati 

hukum dan Undang-undang. 

2. Perbaikan intelaktual; mengenai cara berfikir si penjahat agar Ia 

insaf akan jeleknya kejahatan. 

3. Perbaikan moral; mengenai rasa kesusilaan penjahat agar Ia 

menjadi orang yang bermoral tinggi. 

F. Metode Penelitian 

Di dalam penulisan penelitian ini  menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan 

pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan 

dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang 

ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian 

lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.18 

2. Jenis dan Sumber Data 

a) Data Primer 

                                                            
17 Ibid., Hlm. 21. 
18 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 

123.  



Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 

dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden 

yaitu Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Penyidik 

Reskrim Polresta Bandar Lampung.19 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

Perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:20 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti : 

a. Undang-undang Dasar 1945; 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana; 

c. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; 

d. Peraturan Pememrintah Pengganti Undang-undang Nomor 

20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang 

Diberikan Menurut PerUndang-undangan Mengenai 

Senjata Api; 

                                                            
19 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 91. 
20 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar 

Grafika, 2004, Hlm 48. 



e. SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaa 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.  

2. Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, 

tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini. 

 

 

3. Bahan hukum tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan 

seterusnya.21 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri 

                                                            
21 Ibid., Hlm 50. 



yang sama.22 Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan MT. 

HARYONO 15, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

b. Sampel 

 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 

Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak 

terhadap pupolasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.23 Sampel 

atau responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Satuan Reskrim 

Polresta Bandar Lampung dan Penyidik Reskrim Polresta Bandar 

Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian 

lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). 

a.  Penelitian Lapangan  (Field Research) 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang 

ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan kemauannya). 

b. Penelitian Pustaka (Library Research) 

                                                            
22 Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Radjawali Pers, 2011, Hlm 118. 
23 Ibid., Hlm 119. 



Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan PerUndang-undangan, 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.24 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan 

suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data 

primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis.  

Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis 

untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan 

permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan. 25 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang 

diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan 

pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan 

dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.26  

 

 

                                                            
24 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat, 

Jakarta, Radjawali Pers, 1990, Hlm 52. 
25 Ibid.,  Hlm 250. 
26 Ibid.,  Hlm 253. 
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